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ABSTRAK

PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA
BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN POJK NOMOR
04/POJK.03/2015 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK
PERKREDITAN RAKYAT
(Studi Pada PT BPR Waway Lampung)

Oleh:
Danang Pratama

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sekumpulan prinsip-prinsip yang
mengatur mengenai pengelolaan perusahaan yang baik demi terpenuhinya hak-
hak yang Dberkepentingan (stakeholders), menghindari risiko terjadinya
kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan serta guna
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dilaksanakan
oleh PT. BPR Waway Lampung, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan
faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris.
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Metode
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara.
Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa PT. BPR Waway Lampung
telah melaksanakan GCG sesuai dengan Praturan Otoritas Jasa Keuangan, hal ini
terbukti PT. BPR Waway Lampung telah mendapatkan awards dengan predikat
kondisi keuangan sangat baik dan belum pernah mendapatkan teguran dari pihak
OJK sebagai dewan pengawas audit ekstern. Faktor pendukung antara lain telah
diterapakan program CSR dan transparansi keuangan ke OJK. Faktor penghambat
yang dihadapi adalah belum adanya website perusahaan yang dapat diakses oleh
stakeholders dan kondisi kepengurusan organ yang masih kosong, menjadikan
tanggungjawab pimpinan organ pengurus dilimpahkan ke anggotanya.

Kata kunci: GCG, Pelaksanaan, PT. BPR Waway Lampung.



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PRINCIPLES IN RURAL BANKS BASED ON POJK NUMBER
04/POJK.03/2015 ABOUT GOVERNANCE APPLICATION FOR RURAL
BANKS.

(Study at PT. BPR WAWAY Lampung)

Written by:
Danang Pratama

Good Corporate Governance (GCG) is a set of principles which regulate about
how to manage company in a good way in order to fulfill the parties rights
(stakeholders), to avoid fraudulent risks in company business activities and to
maintain company’s viability. This research intends to find out how is the
implementation of GCG principles in PT. BPR Waway Lampung, and to find out
what are the supporting and obstacle factors occur in the implementation.

This research type used in this study is empirical-normative with descriptive type.
The approach method used in this study are library research and interviews. The
data analyzed qualitatively.

The results of the research show that PT. BPR Waway Lampung has implemented
GCG principles accordance with financial services authority regulations, which
proved by awards with excellent financial condition title and has never received
any reprimand from the Financial Services Authority as an external audit
supervisory board. The supporting factors are PT. BPR Waway Lampung has
been applied the CSR program and inform financial transparency to Financial
Service Authority. The obstacles factor faced by rural banks are there is still no
company’s website which can be accessed by stakeholders and empty leadership
position in company makes the responsibility delegates to staff.

Keywords: GCG, Implementation, PT. BPR Waway Lampung.
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. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya dunia usaha di era modern saat ini bersamaan dengan kemunculan
banyak perusahaan barubaik yang bergerak di bidang industri, jasa, manufaktur
baik itu pada bank, perusahaan publik, perusahaan swasta, dan BUMN
menyebabkan peningkatan persaingan usaha perusahaan yang tentu akan di
imbangi dengan peningkatan munculnya risiko yang dapat terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan-perusahaan tersebut. Salah satu hal yang
menjadi kunci utama agar suatu perusahaan dapat terus berkembang dan
mempertahankan  kelangsungan  hidup perusahaannya adalah  dengan
diterapkannya suatu tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan istilah

Good Corporate Governance (selanjutnya disingkat GCG).

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan
hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan yang menentukan antara arah
dan kinerja perusahaan. Tujuan GCG untuk menciptakan nilai tambah bagi semua

pihak yang berkepentingan (satakeholder) dalam mengetahui kondisi perusahaan



melalui pengungkapan kinerja keuangan yang akurat, tepat waktu dan transparan.t
Corporate Governance yang diterapkan pada perusahaan di berbagai negara
dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari segi latar belakang budaya masyarakat
yang ada, sejarah ekonomi dan politik suatu negara, serta dari sistem hukum yang
diberlakukan, sehingga istilan Corporate Governance di masing-masing negara
tentunya akan berbeda, namun dari beberapa istilah yang ada, Corporate

Governance memiliki inti pengertian yang sama.?

Melihat adanya pengaruh penerapan GCG dalam menunjang peningkatan
perekonomian Indonesia, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya
sebagai bukti adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya penerapan GCG
yang bermula dari penandatanganan Nota Kesepakatan (Letter of Intent) dengan
International Monetary Fund (IMF) tahun 1997 guna mendorong terciptanya
iklim usaha yang lebih kondusif bagi penerapan corporate governance di

Indonesia.®

Penerapan konsep GCG juga sangat penting bagi sektor perbankan. Sektor
perbankan merupakan industri jasa keuangan yang berperan penting dalam
perkembangan perekonomian negara, terlebih lagi perbankan mempunyai regulasi
yang lebih ketat bila dibandingkan dengan sektor industri yang lain. Perbankan
harus dinyatakan sehat oleh Bank Indonesia yang ditentukan dari laporan
keuangannya. Untuk menciptakan industri perbankan yang sehat, kuat dan dapat

dipercaya oleh masyarakat maka perbankan harus dikelola secara profesional

1 Adrian Sutedi. 2012. Good Corporate Governance. Jakarta. Sinar Grafika. him. 125.

2 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik.2007. Good Corporate Governance
(Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum).
Yogyakarta. Total Media. 2007. him. 61.

3 Selviana. Sejarah Lahir GCG dan Perkembangannya di Indonesia. Diakses dari
https://selvselviana.wordpress.com/2016/01/05/gcg/. pada hari minggu 17 maret 2019. pkl. 11.41.
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dalam hal sumber daya manusia maupun manajemennya. Pada saat krisis ekonomi
yang dialami Indonesia pada tahun 1998, krisis tersebut telah menghancurkan
perekonomian negara termasuk sektor perbankan yang mengakibatkan
menurunnya tingkat kesehatan kinerja keuangan perbankan. Tingkat kesehatan
bank tersebut pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai

aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank.*

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan
(stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri
perbankan. Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman
pada prinsip GCG. Penerapan GCG pada perbankan menjadi salah satu faktor
acuan dalam menilai sehat atau tidaknya perbankan dan tingkat kepercayaan

masyarakat pada bank tersebut.

Bank Perkreditan Rakyat bertanggungjawab kepada banyak pihak (stakeholders),
yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, pegawai, pemasok,
masyarakat, dan lingkungan, sehingga penerapan GCG menjadi suatu kebutuhan
bagi BPR. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban kepada
masyarakat bahwa Bank Perkreditan Rakyat dikelola dengan baik, profesional,
dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa

mengabaikan kepentingan (stakeholders) lainnya.

4 Djuhendah Hasan. 1996. Transparansi Tingkat Kesehatan Bank. (Karya Ilmiah). him.
48.



Terdapat 5 (lima) prinsip yang wajib diterapkan oleh suatu perusahaan guna
menciptakan GCG antara lain transparansi (transparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi

(independency) dan kewajaran (fairness).

Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam sebuah operasioanl perusahaan terutama
yang bergerak dalam bidang keuangan seperti bank terutama Bank Perkreditan
Rakyat sangat penting. Karena dalam operasionalnya, pihak bankir dituntut untuk
selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan jasa dan
layanan keuangan kepada masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas
harus mampu melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan GCG

pada bank.

Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR dengan semakin
meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin
meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan
tata kelola oleh BPR hal itu sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 04/POJK.03/2015 Tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan
(stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan otoritas jasa
keuangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan, maka BPR

harus menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik.

Penilaian atas pelaksanaan GCG dilakukan dengan berdasarkan Pasal 2 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 Tentang Tata Kelola Bagi Bank

Perkreditan Rakyat, BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan



usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, penerapan prinsip GCG
itu harus diwujudkan dalam beberapa indikator antara lain, yaitu :°

a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi;

b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris;

c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;

d. Penanganan benturan kepentingan;

e. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit eksteren;

f. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

g. Batas maksimum pemberian kredit;

h. Rencana bisnis BPR;

I. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan indikator-indikator di atas maka kita dapat melihat pelaksanaan pada
setiap prinsip GCG apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apa
saja faktor pendukung serta faktor penghambat yang ditemui oleh PT. BPR
Waway Lampung sebagai upaya untuk terus mempertahankan kelangsungan
hidup perusahaannya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,
maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk karya
ilmiah berupa skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Prinsip Good Corporate
Governance Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan POJK Nomor
04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan

Rakyat (Studi Pada PT BPR Waway Lampung).

5 Pasal 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 Tentang Tata
Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas maka

dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Apakah pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT
BPR Waway Lampung sudah sesuai dengan POJK Nomor 04/POJK.03/2015
Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat?

Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi
pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance pada PT BPR Waway

Lampung?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1.

Memahami dan menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance pada PT BPR Waway Lampung sesuai dengan PJOK Nomor
04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan
Rakyat.

Memahami dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang
mempengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

pada PT BPR Waway Lampung.



D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum

perusahaan terkait dengan pelaksanaan prinsip GCG pada BPR.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis pada

penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi pihak akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai informasi penelitian mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance (GCG) pada BPR.

2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat digunakan agar perusahaan
lebih  memahami tentang penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan bagi
perusahaan dalam menyusun, mengatur Good Corporate Governance pada
suatu perusahaan.

3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung.



I1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan
1. Pengertian Perusahaan
Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan
perundang-undangan di luar KUHD. Namun, dalam KUHD sendiri tidak
dijelaskan pengertian resmi dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sebelum
undang-undang ini, tidak dijumpai definisi perusahaan. Oleh karena itu,
para penulis hukum berusaha merumuskan definisi perusahaan

berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh secara empiris.®

Untuk lebih jelasnya pengertian perusahaan ini penulis mengutip beberapa

pendapat para ahli mengenai pengertian kredit sebagai berikut :

a) Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang
dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh
penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang

atau mengadakan suatu perjanjian perdagangan.

8Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung, PT Citra
Aditya Bakti, him.7.



b)

Molengraaff memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi
karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara:’
1) Memperdagangkan barang
Membeli barang dan menjualnya lagi dengan perhitungan
memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba.
2) Menyerahkan barang
Melepaskan penguasaan atas suatu barang dengan perhitungan
memperoleh penghasilan, misalnya menyewakan barang.
3) Perjanjian perdagangan
Menghubungkan pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan
perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba
bagi pemberi kuasa dan upah bagi penerima kuasa. misalnya
makelar, komisioner, agen perusahaan.
Perbuatan ekonomi tersebut merupakan mata pencaharian, artinya
dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar menghadapi pihak
ketiga. Disini muncul aspek hukum perusahaan, yaitu perjanjian
dengan pihak lain yang menjadi dasar kewajiban dan hak masing-
masing pihak. Akan tetapi, perlu dikemukakannya justru perusahaan
sebagai perbuatan, jadi hanya meliputi jenis usaha (business).
Menurut Polak memandang perusahaan dari sudut komersial, artinya
baru dapat dikatakan perusahaan apa bila diperlukan perhitungan laba
dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Di

sini Polak menambahkan unsur pembukuan pada unsur-unsur lain.

"lbid., him. 8.
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Polak mengakui ada unsur-unsur lain, itu terbukti dari penjelasannya
bahwa apakah suatu perusahaan dijalankan menurut cara yang lazim
atau tidak, dapat diketahui dari keteraturan menjalankan perusahaan itu
dan bukan dijalankan secara gelap. Jika uunsur-unsur ini tidak ada,
hilanglah sifat perusahaan dari aspek hukum.

Dengan adanya unsur pembukuan, maka rumusan definisi perusahaan
lebih dipertegas lagi sebab pembukuan merupakan unsur mutlak yang
harus ada pada perusahaan menurut ketentuan Pasal 6 KUHD
(sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1997 Tentang Dokumen Perusahaan). Laba adalah tujuan utama setiap
perusahaan. Namun, dalam definisi perusahaan menurut Polak tetap

tidak disinggung soal perusahaan sebagai badan usaha.®

Menurut rumusan Undang-Undang dalam pasal 1 huruf b Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
ditentukan:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap
jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan,

bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam definisi perusahaan

terdapat dua unsur pokok, yaitu:

1) Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, yang
didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara

Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut company atau enterpris.

8lbid, him. 9.



11

2) Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian
(perindustrian, perdangangan, perjasaan, dan pembiayaan,
dijalankan oleh badan usaha perdagangan, perjasaan, pembiayaan)
dijalankan oleh badan usaha secara terus-menerus, dalam bahasa
Inggris disebut business.

Apabila definisi ini dibandingkan dengan definisi Molengraaff dan Polak,
ternyata definisi ini lebih sempurna karena dengan adanya bentuk usaha
yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian),
unsur-unsur lain terpenuhi juga. Berdasarkan undang-undang yang
berlaku, walaupun legiatan dalam bidang ekonomi dilakukan terus-
menerus dan terang-terangan, terhadap pihak ketiga, dengan tujuan
memperoleh keuntungan dan atau laba, jika tidak mempunyai bentuk
usaha (badan usaha), itu bukan perusahaan, melainkan hanya pekerjaan.
Setiap orang yang menjalankan perusahaan disebut pengusaha. Pengusaha
ini dapat terdiri dari beberapa orang (Individual), beberapa yang berupa

persekutuan (partnership), ataupun badan hukum (corporate body).°

. Unsur-Unsur Perusahaan

Berdasarkan definisi perusahaan yang telah dikemukakan oleh
Molengraaff dan pembentuk undang-undang, maka dapat diinventarisasi
dan dibahas unsur-unsur perusahaan seperti berikut ini:
a) Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian

mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang (PD),

®Ibid, him. 9.
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firma (Fa), persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT),
perusahaan umum (perum), perusahaan perseroan (persero), dan
koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan
yang dibuat di muka notaris, termasuk juga koperasi. Dalam definisi
Molengraaff dan Polak,unsur badan usaha tidak dipersoalkan. Padahal,
kenyataan sekarang menunjukan bahwa setiap kegiatan dalam bidang
perekonomian yang disebut perusahaan pasti mempunyai bentuk badan

usaha. Jika tidak, itu hanya pekerjaan.°

Kegiatan dalam bidang perekonomian

Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan,

dan pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Perindustrian
Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan
pengeboran minyak, penangkapan ikan, kendaraan bermotor,
rekaman dan perfileman, percetakan, dan penerbitan.

2) Perdagangan
Perdagangan meliputi kegiatan, anatara lain jual-beli, ekspor-
impor, bursa efek, restoran, toko swalayan dan sewa-menyewa.

3) Perjasaan
Perjasaan meliputi kegiatan, antara lain transportasi, perbankan,

perbengkelan, konsultasi.

©1pid, him. 10.
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c) Terus-menerus
Kegiatan dalam bidang perekonomianitu dilakukan secara terus-
menerus. Artinya, kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian, dan
bukan pekerjaan sambilan.

d) Bersifat tetap
Kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi
untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta
pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 5 tahun, 10 tahun,

atau 20 tahun.

3. Sumber Hukum Perusahaan
Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah
atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa
badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian menciptakan kontrak, hakim yang memutusperkara
menciptakan yurisprudensi, ataupun masyarakat pengusaha yang
menciptakan kebiasaan (konvensi) dalam kegiatan usaha. Jadi, hukum
perusahaan itu terdiri atas kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam
perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan (konvensi)

yang menjadi acuan dalam kegiatan usaha (bisnis).*!

Ypid, him. 3.



14

B. Tinjauan Umum tentang Good Corporate Governance
1. Sejarah Good Corporate Governance

Sejarah lahirnya Good Corporate Governance (GCG) muncul atas
reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1970-an
yang terancam kepentingannya. Timbulnya berbagai skandal besar
yang menimpa perusahaan-perusahaan baik di Amerika Serikat pada
tahun tersebut terjadi dipicu dengan berkembangnya kegiatan
berpolitik yang tidak sehat dan budaya korupsi. Terjadinya kegagalan
perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan Krisis
ekonomi diberbagai negara, telah membuat banyak perusahaan
memusatkan perhatiaannya pada pentingnya penerapan corporate
governance. > Tadinya faham corporate governance hanya
berkembang di negara-negara berbahasa Inggris seperti Inggris dan
Amerika, tetapi lama-kelamaan berkembang di negara-negara lain
termasuk Indonesia.

Berawal pada saat krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun
1997-1998, krisis tersebut telah menghancurkan perekonomian negara
termasuk sektor perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional
yang menyebabkan menurunnya kinerja perbankan nasional dan
mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan Kkinerja keuangan
perbankan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah menjalankan
kebijakan reformasi perbankan pada tahun 1999 dengan melakukan

penutupan bank, pengambilalinan 7 bank, rekapitulasi 9 bank, dan

2Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, Op. Cit. him. 60.
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menginstruksikan 73 bank untuk mempertahankan operasinya tanpa
melakukan rekapitulasi, sehingga pada tahun 2001 hanya tersisa 151
bank yang mampu diselamatkan oleh pemerintah dari Kkrisis moneter
tersebut.

Indonesia sendiri mulai menerapkan prinsip Good Corporate
Governance (GCG) sejak menandatangani Letter of Intent (LOI)
dengan International Monetary Fund (IMF) pada awal krisis tahun
1997. Salah satu bagian penting dari Letter of Intent (LOI) tersebut
adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di
Indonesia. ** Pada tahun 2000-an pemerintah Indonesia mendirikan
satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai
Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), Tugas pokok KNKCG
merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai
Good Corporate Governance, serta memprakarsai dan memantau
perbaikan di bidang Corporate Governance di Indonesia.

Melalui KNKCG muncul pertama kali pedoman Umum Good
Corporate Governance di tahun 2001, pedoman Corporate
Governance bidang perbankan tahun 2004, pedoman komisaris
independen dan pedoman pembentukan komite audit yang efektif.
KNKCG pada tahun 2006 menyempurnakan pedoman Corporate
Governance yang telah di terbitkan pada tahun 2001 agar sesuai

dengan perkembangan. Pada Pedoman Good Corporate Governance

13Ekowati Dyah Lestari, 2009, Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja
Keuangan (studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun
2007-2009), Skripsi Fakultas Ekonomi UNDIP, Semarang, him. 2-3.

14 Edi Wibowo, 2010, Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia, Jurnal
Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 10, No. 2, him. 128.



16

tahun 2001 hal-hal yang dikedepankan adalah mengenai

pengungkapan dan transparansi, sedangkan hal-hal  yang

disempurnakan pada pedoman umum Good Corporate Governance
tahun 2006 adalah :

a) Memperjelas peran tiga pilar pendukung (Negara, dunia usaha,
dan masyarakat) dalam rangka penciptaan situasi kondusif untuk
melaksanakan Good Corporate Governance.

b) Pedoman pokok pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku.

c) Pernyataan tentang penerapan Good Corporate Governance;

d) Kelengkapan organ perusahaan seperti komite penunjang Dewan
Komisaris (komite audit, komite kebijakan risiko, dan komite
nominasi, komite kebijakan corporate governance);

e) Kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan lain
selain pemegang saham seperti karyawan, mitra bisnis, dan
masyarakat serta pengguna produk dan jasa.;

f)  Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi yang mencakup lima
hal dalam kerangka penerapan Good Corporate Governance yaitu
kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal,

komunikasi, dan tanggungjawab sosial;

Secara strategis tahapan mengenai pelaksanaan Corporate

Governance di Indonesia melalui beberapa tahap :

a) Pemberdayaan dewan komisaris agar mekanisme Check and
Balance berjalan secara efektif. Dewan Komisaris Yyang

menjalankan prinsip-prinsip Corporate Governance dapat secara



b)

d)
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efektif bekerja sesuai dengan peraturan dan best practices yang
ada dalam dunia bisnis. Independensi Komisaris diperlukan dalam
rangka mewujudkan fungsi check and balance sebagai
perwujudan dari asas akuntabilitas dalam perusahaan. Pihak
otoritas Pasar Modal, BUMN, dan perbankan juga telah
mewajibkan penunjukan komisaris independen.

Memperbanyak agen-agen perubahan melalui program sertifikasi
komisaris dan direktur. Melalui institusi pelatihan dan sertifikasi
komisaris dan direktur materi Corporate  Governance
disampaikan sebagai sarana untuk internalisasi prinsip Corporate
Governance dalam mengelola korporasi. Lembaga Komisaris dan
Direktur Indonesia (LKDI) sebagai lembaga pelatihan dan
sertifikasi kedirekturan yang di naungi oleh KNKCG telah
menjalankan fungsinya sejak tahun 2001 untuk menciptakan
agen-agen perubahan didalam perusahaan yang konsisten
menerapkan prinsip Corporate Governance.

Penyusunan pedoman-pedoman oleh Komite Nasional Kebijakan
Governance.

Sosialisasi dan implementasi pedoman-pedoman diantaranya

berupa kewajiban assessment di perbankan.

Secara keseluruhan penegakan aturan untuk penerapan Corporate

Governance belum ada sanksi yang memberikan efek jera bagi

perusahaan yang tidak menerapkannya, namun di sektor perbankan

telah dicoba untuk dimasukkan beberapa hal yang terkait dengan
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kewajiban bank dalam menerapkan Corporate Governance yang
berujung pada sanksi bagi bank-bank yang tidak mengikuti aturan

tersebut.

Saat ini, corporate governance sudah bukan merupakan pilihan lagi
bagi pelaku bisnis, tetapi sudah merupakan suatu keharusan dan
kebutuhan vital serta sudah merupakan tuntutan masyarakat. Setiap
tindakan memerlukan pertanggungjawaban, baik itu tindakan bisnis,
tindakan dalam dunia olah raga dan sebagainya, bahkan juga tindakan
dalam perang. Bagi Indonesia, GCG saat ini merupakan salah satu
persyaratan yang diminta oleh IMF yang harus diusahakan oleh

Pemerintah Indonesia.

2. Pengertian Good Corporate Governance

Secara etimologi governance dapat dilacak sebagai kata kerja Yunani
kubernan yang berarti mengarahkan, yang kemudian pada abad
pertengahan berubah menjadi gubernare, pada Bahasa Latin dan
diadopsi dalam Bahasa Inggris menjadi governance atau dalam Bahasa
Indonesia dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan atau
pengurusan.®®

Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang
digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis
dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-

nilai perusahaan serta kelangsungan usaha. Terdapat beberapa

15 Wahyu Kurniawan, 2012, Corporate Governance dalam Aspek Hukum Perusahaan,
Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, him. 19-20.
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pemahaman tentang pengertian Corporate Governance yang
dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit
(shareholder) dan perspektif yang luas (stakeholders), namun pada

umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.

Sedangkan menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia
(FCGI), corporate governance didefinisikan sebagai:*®

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal
lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau
dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.
Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah
bagi semua pihak yang berkepentingan (Stakeholders).”

Pengertian Corporate Governance itu sendiri menurut Sutedi:’

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan
(Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris, Dewan Pengawas dan
Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder
lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai
etika.”

Berdasarkan pengertian atau definisi dari GCG tersebut dapat
disimpulkan, bahwa GCG merupakan sistem, proses dan seperangkat
peraturan yang mengatur tentang pengelolaan perusahaan yang
dirancang meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan
(stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum

guna tercapainya tujuan perusahaan.

16 Neni Sri Imaniyati, 2013, Hukum Bisnis (Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan
Ekonomi), Yogyakarta, Graha IImu, him. 231.
17 Adrian Sutedi. Loc. Cit.
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3. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari top
management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai
dari penetapan kebijakan dasar (strategic policy) dan kode etik yang
harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan
Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam
satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai
landasan penerapan GCG.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan tingginya tingkat kompleksitas
serta risiko bisnis perbankan, Komite Nasional kebijakan Corporate
Governance memandang perlu untuk mengeluarkan pedoman GCG
perbankan Indonesia sebagai pelengkap dan bagian tak terpisahkan
dari pedoman umum GCG. Perbankan dalam pedoman ini meliputi
bank umum dan BPR yang dijalankan secara konvensional maupun
syariah.

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam
melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip
keterbukaan (transparency), memiliki ukuran Kkinerja dari semua
jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten sebagai
corporate values, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan
akuntabilitas bank (accountability), berpegang pada prudential
banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang
berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (responsibility), objektif

dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan



21

(independency), serta senantiasa memperhatikan kepentingan sluruh
stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (fairness).
Dimana prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG) yang menjadi pedoman dalam
penulisan skripsi ini yakni yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan
Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, diantaranya:
a) Keterbukaan (Transparency)
Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu,
memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah
diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Informasi yang
harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang
bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan,
kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang
saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (risk
management), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status
kepatuhan, sistem dan pelaksanaan Good Corporate Governance
serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank harus mengenai
mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
visi, misi, sasaran usaha, strategi bank, kondisi keuangan dan non
keuangan bank, susunan Direksi dan Dewan Komisaris,
kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan

Dewan Komisaris.
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b) Akuntabilitas (Accountability)
Bank harus menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-
masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran
usaha dan strategi perusahaan. Bank harus meyakini bahwa semua
organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan
tanggungjawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan
Good Corporate Governance.
Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system
dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran Kinerja dari
semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati
konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran
usaha dan strategi bank serta memiliki rewards and punishment
system. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban

antara pemegang saham, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris.

c¢) TanggungJawab (Responsibility)

Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus :

1) Berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking
practices) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang
berlaku;

2) Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen
(perusahaan yang baik termasuk peduli terhadap lingkungan
dan melaksanakan tanggungjawab sosial).

Dalam prinsip responsibilitas yang ditekankan adalah perusahaan

harus berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan
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kegiatan dengan bertanggungjawab kepada seluruh stakeholder dan
juga kepada masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan-
tindakan yang merugikan para stakeholder atau masyarakat. '8
Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab
merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari
akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan
kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika
dalam menjalankan bisnis, serta menciptakan dan memelihara
lingkungan bisnis yang sehat.'® Contoh dari prinsip tanggungjawab
(responsibility) adalah keselamatan pekerja, kesehatan pekerja,
pajak, dan sebagainya,
d) Independensi (Independency)

Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh
stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan
sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari
segala tekanan dari pihak manapun. Contoh dari independensi
adalah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki pendapat
yang independen pada setiap pengambilan keputusan, namun
masih bisa mendapat masukan dari konsultan atau sumber daya
manusia lainnya yang berguna untuk menunjang kemajuan

perusahaan.

18 Munir Fuady, 2005, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, Bandung, CV Utomo,
him. 79.
19 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Op. Cit., him. 86.
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e) Kewajaran (Fairness)
Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh
stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal
treatment). Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh
stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan
pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap
informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Prinsip fairness ini
dapat diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi
yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman
perilaku perusahaan atau corporate conduct dan/atau kebijakan-
kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk
orang dalam, self dealing dan konflik kepentingan, menetapkan
peran dan tanggungjawab Direksi dan Komite, termasuk di
dalamnya sistem remunerasinya, menyajikan informasi secara
wajar, dan mengedepankan equal job opportunity. 2 Contoh
dari fairness adalah perlakuan yang setara kepada publik, otoritas
pasar modal, komunitas pasar modal, dan pemangku kepentingan.
Karyawan juga diperhatikan dengan baik hak serta kewajibannya

secara adil dan wajar.

4. Manfaat Good Corporate Governance

Penerapan Good Corporate Governance pada suatu bank yang baik

dan benar akan menghasilkan manfaat yang besar bagi bank itu sendiri.

2Ipid, him. 75.
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Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) berpendapat
bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dapat memberikan
beberapa manfaat, antara lain:?

a) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi
profesional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan
kepada stakeholders.

b) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah
dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya
akan meningkatkan corporate value;

c) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan
modalnya di Indonesia;

d) Pemegang saham akan merasa puas dengan Kinerja perusahaan
sekaligus akan meningkatkan shareholders.

C. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang
berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan Yyang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik

di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti

21 Johannes Ibrahim, 2006, Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan
Hukum), Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 74-75.
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asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan

lainnya.??

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur
tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK tersebut.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi
beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31
Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK

pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

2. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK menyebutkan
bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor
jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan

stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.?

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung
kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan
daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan

nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan,

22 https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx Diakses pada hari
jumat30 November 2018 pukul 15.27 WIB.
2 bid.
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pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap
mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi
dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi,

akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

3. Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan
yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

keuangan.

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK,
tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan

terhadap:

a) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,
c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

a) Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan

Bank yang meliputi:?*

1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran

dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan

2bid.
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3)
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sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta
pencabutan izin usaha bank;

Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana,
produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang
meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio
kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit,
rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan
bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem
informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar
akuntansi bank;

Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank
meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal
nasabah, anti-pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme,

kejahatan perbankan dan serta pemeriksaan bank.

b) Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank)

meliputi:?

1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa

keuangan;

3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

S]bid.
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5)

6)
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Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah
tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola
statuter pada lembaga jasa keuangan;

Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;

c) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank)

meliputi:?

1)

2)

3)

4)

5)

Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan
jasa keuangan;

Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh
Kepala Eksekutif;

Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan
konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan,
pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan;

Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan
atau pihak tertentu;

Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa

keuangan;

%]pid.
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6) Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang
perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda
terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan,

persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

D. Tinjauan Umum Tentang Bank Perkreditan Rakyat

1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang
menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan,
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai
usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat
masyarakat yang membutuhkan. Status BPR diberikan kepada Bank Desa,
Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN),
Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit
Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga
Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau
lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan memenuhi persyaratan
tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut
diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah
berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan
oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberikan
kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan

keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tata



31

cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.?’

2. Tugas dan Fungsi Bank Perkreditan Rakyat

Tugas dan fungsi serta kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hampir sama
dengan Bank Umum, namun cakupan layanan perbankan yang dilakukan oleh
BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat

seleluasa Bank Umum.

Keterbatasan kegiatan BPR ini sebenarnya terkait dengan misi pendirian Bank

Perkreditan Rakyat itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan BPR meliputi:?®

a) Menghimpun dana dari masyarakat hanya dalam bentuk simpanan
berupa tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang
dapat dipersamakan dengan tabungan atau deposito berjangka.

b) Menempatkan dana pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito
berjangka dan/atau tabungan pada bank lain.

c) Menyalurkan dana berbentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan
kredit perdagangan.

d) Menyediakan pembiayaan dan penempatannya dana berdasarkan

prinsip syariah sesuai ketentuan BI.

27 http://srisetya.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/54090/BPR Diakses pada hari
jumat 30 November 2018 pukul 15.20 WIB.

2Tri Hendro SP dan Conny Tjandra Rahardja,2014, Bank dan Institusi Keuangan Non
Bank di Indonesia, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, him. 218.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 13, usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

meliputi:?°

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b) Memberikan kredit.

c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip
syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan

pada bank lain.

3. Usaha Yang Tidak Boleh Dilakukan Bank Perkreditan Rakyat

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka terdapat beberapa larangan
terhadap praktik perbankan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), meliputi:*

a) Menerima simpanan giro.

b) Mengikuti kliring (lalu lintas pembayaran).

¢) BPR dilarang melakukan kegiatan valuta asing.

d) Melakukan kegiatan perasuransian.

e) Melakukan kegiatan usaha di luar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

2%Ratna Syamsiar, 2014, Hukum Perbankan, Bandar Lampung, Justice Publisher, him. 55.
%0 pasal 14, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
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. Kerangka Pikir

Good Corporate Governance (GCG) sebagai upaya meningkatkan keberhasilan
usaha serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan BPR

5 (Ilma) prinsip Good Corporate Governance (GCG):
Independensi (independency)

Transparansi (transparency)

Akuntabilitas (accountability)
Pertanggungjawaban (responsibility)
Kewajaran/kesetaraan (fairness)

l

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi Bank Perkreditan Rakyat

i

PT BPR Waway Lampung

l
l l

S

Pelaksanaan prinsip GCG Faktor-faktor yang
pada PT BPR Waway mempengaruhi
Lampung sudah sesuai pelaksanaan prinsip
dengan POJK Nomor GCG pada PT BPR
04/POJK.03/2015 tentang Waway Lampung
Penerapan Tata Kelola

Bagi BPR

Gambar 1.
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Keterangan :

Good Corporate Governance Sebagai upaya meningkatkan keberhasilan
usaha serta mempertahankan kelangsungan hidup BPR, maka tata kelola
perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai pihak dalam
perusahaan yang menentukan antara arah dan kinerja perusahaan. Tujuan
GCG untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang
berkepentingan (satakeholder) dalam mengetahui kondisi perusahaan
melalui pengungkapan kinerja keuangan yang akurat, tepat waktu dan

transparan.®!

Terdapat 5 (lima) prinsip GCG yang menjadi fokus pada skripsi ini, antara
lain: Independensi, Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban,

Kewajaran/kesetaraan.

Penilaian atas pelaksanaan GCG dilakukan dengan berdasarkan Pasal 2
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 Tentang Tata
Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR wajib menerapkan Tata Kelola
dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi, penerapan prinsip GCG itu harus diwujudkan dalam beberapa

indikator antara lain, yaitu :

a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi;
b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
C. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;

81Adrian Sutedi, Loc. Cit.
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d. Penanganan benturan kepentingan;

e. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit eksteren;

f. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
g. Batas maksimum pemberian kredit;

h. Rencana bisnis BPR;

I. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Pada skripsi ini penulis ingin melihat apakah PT. BPR Waway Lampung
sudah menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 Tentang Tata Kelola Bagi Bank
Perkreditan Rakyat. Berdasarkan 2 rumusan masalah yaitu apakah
pelaksanaan prinsip GCG pada PT. BPR Waway Lampung sudah sesuai
dengan POJK Nomor 04/POJK.03/2015 Tentang Tata Kelola Bagi Bank
Perkreditan Rakyat dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan
faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip GCG pada

PT. BPR Waway Lampung.



I11. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan
menganalisisnya. Maka dari itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap
fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.3? Maka
dari itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut
untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-
permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.3® Untuk memperoleh
gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti digunakan metode-metode
tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut
diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.**

32 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT
Citra Aditya Bakti, hIm. 2.

33 Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, him. 39.

34 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., him. 134.
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A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Mengadakan suatu penelitian, penting untuk diketahui jenis dan tipe penelitian
yang digunakan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan jenis penelitian

dan tipe penelitian yang digunakan penulis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah
penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan
hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.*

Pada Skripsi ini, penulis akan meneliti dan melihat implementasi atau
pemberlakuan aturan hukum mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada
PT BPR Waway Lampung dengan melakukan wawancara secara langsung
kepada pihak PT BPR Waway Lampung terkait pelaksanaan, serta faktor

penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok pembahasan dalam penelitian ini,
maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum deskriptif.
Penelitian Hukum deskriptif adalah memperoleh gambaran secara

menyeluruh, sistematis, dan mendalam tentang suatu keadaan dan gejala yang

$1bid, him. 134.
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diteliti.® Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai
prinsip GCG pada PT BPR Waway Lampung berdasarkan POJK Nomor
04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan

Rakyat.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah
melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan
penelitian.3” Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris
yang dilakukan dengan meneliti secara langsung kelapangan untuk melihat
secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum
yang berkaitan permasalahan, serta melakukan wawancara dengan beberapa
responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan

penegakan hukum tersebut.®

C. Data dan Sumber Data

Data yang dilakukan dalam penelitian normatif-empiris ini yaitu data primer
dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh

dari bahan-bahan pustaka.*

%6S0erjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, him.10.

37Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta, PTRaja Grafindo Persada, him. 13.

#B1bid, him.150.

®Ibid, him. 12.
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1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber tanpa
perantara pihak lain. Data primer dapat diambil dari pihak yang bersentuhan
langsung dengan suatu permasalahan. Data ini memiliki kekuatan yang
mengikat secara yuridis karena dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan pihak PT.
BPR Waway Lampung, yaitu di bagian umum. Hal ini dilakukan agar penulis
mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil wawancara tersebut
digunakan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian dan juga sebagai
petunjuk dalam melakukan penelitian agar mampu menemukan penyelesaian

suatu permasalahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan,
dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas dan POJK
Nomor 04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank

Perkreditan Rakyat.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer  berupa literatur-literatur
mengenaipenelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari
kalangan hukum dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan tehadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa
kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.
Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari kamus Hukum, Kamus Besar
Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk

terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.*°

D. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan mempelajari, membaca, mengutip,
dan membuat intisari baik dari literatur, peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan GCG.

2. Wawancara, yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah
tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau
lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan
kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama
berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai interviewer, sedangkan

pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi atau biasa disebut

40 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., Op. Cit., him. 12.



41

informan. Interviewer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta
keterangan atau penjelasan, serta menilai jawaban-jawabannya. 4
Wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan prinsip
GCG pada PT BPR Waway Lampung, dan untuk mengetahui apa saja
faktor-faktor yang ditemui dalam GCG pada PT BPR Waway Lampung.

Adapun narasumber yang telah membantu penulis dalam melakukan

wawancara di PT BPR Waway Lampung adalah:

Nama : Dwi Astuti S, S.E

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Bagian Umum
Instansi : PT. BPR Waway Lampung

Pendidikan Terakhir :S1 Ekonomi

E. Metode Pengolahan Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul maka dilakukan pengelolaan

data dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (editing), yaitu untuk menentukan apakah data yang
terkumpul sudah lengkap, masih ada kesalahan, dan apakah sudah
sesuai/relevan dengan pokok bahasan.

2. Kilasifikasi data (coding), yaitu memberikan catatan atau tanda yang
menyatakan  jenis sumber data seperti  perundang-undangan,

buku/literature, atau dokumen.

“Imam Gunawan, 2013, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Jakarta, PT
Bumi Aksara, him. 160-161.
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3. Sistematisasi data (systematizing), yaitu menyusun dan menempatkan data
yang diperoleh secara sistematis dan disesuaikan dengan kerangka pokok

bahasan sehingga mempermudah untuk melakukan analisis data.

F. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara
kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara merekonstruksi atau
menginterprestasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam
bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok
bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk

mengambil suatu kesimpulan.

Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara
teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan
dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai

jawaban dari permasalahan yang dibahas.*?

“Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, him. 127.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan hasil penelitian pada bab sebelumnya,

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan 5 prinsip GCG yang dilakukan oleh PT. BPR Waway Lampung
secara garis besar sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik yaitu dengan
dibuktikanya prinsip transparency dengan sudah diterapkannya laporan
tahunan dan laporan kuangan ke pihak OJK, memiliki rencana bisnis jangka
panjang dan jangka pendek, memperoleh penghargaan dalam bidang GCG dan
bidang keuangan. Prinsip accountability dengan sudah terlaksananya
pemberian kejelasan tugas dan tanggungjawab Dewan Direksi dan Dewan
Komisaris, pelaksanaan tugas dan fungsi komite, dan sudah adanya audit
ekstern. Prinsip Responsibility dengan sudah terlaksananya program CSR
dengan sudah baik. Prinsip Independency sudah berjalan baik dengan
dibuktikannya pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai pemegang saham
terbesar selalu mendukung dan menghormati segala peraturan atau kebijakan
yang dibuat oleh PT. BPR Waway Lampung. Prinsip Fairness sudah

diterapkannya asas kewajaran dalam menjalankan usahanya, bank
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memberikan kesempatan kerja yang sama terhadap para karyawan sesuai
dengan posisi dan jabatannya.

2.a. Faktor pendukung yang terdapat dalam penerapan perinsip GCG pada PT. BPR
Waway Lampung antara lain, dalam menjalankan usahannya PT. BPR Waway
Lampung selalu dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan selalu
diberikan masukan dan arahan untuk kemajuan perusahaan oleh Pemerintah
Kota Bandar Lampung selaku pemegang saham mayoritas. PT. BPR Waway
Lampung dalam tata kelola keuangan sudah baik dengan mendapatkan piagam
penghargaan predikat “Sangat Baik™ dari majalah infobank dari tahun 2010-
2018. PT. BPR Waway Lampung dengan kondisi keuangan yang sudah baik
maka memiliki anggaran untuk menerpakan CSR.

b. Faktor penghambat yang sedang dialami oleh PT. BPR Waway Lampung saat
ini, belum adanya website perusahaan yang dapat diakses oleh stakeholders
dan masyarakat, belum adanya Komisaris Independen yang menjabat saat ini,
walaupun belum ada yang menjabat tetapi sudah ada calon yang lulus fit and
proper test dan mulai bekerja bulan depan, belum adanya yang menjabat
sebagai kepala bagaian audit intern dan kepala bagian manajemen risiko.
Jabatan organ perusahaan yang masih kosong menjadikan tugas dan
tanggungjawab yang besar dibebankan kepada anggota dari tiap bagian
tersebut dan belum adanya website perusahaan yang dapat diakses oleh
stakeholder dan masyarakat maka terjadi kurang terselenggaranya prinsip

transparansi dan prinsip akuntabilitas.
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B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa

saran sebagai berikut:

1. PT. BPR Waway Lampung dalam menghadapi kondisi perusahaan yang sudah
menguntungkan, maka harus terus menjaga serta meningkatkan komitmennya
dalam melaksanakan GCG sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan terkait. Independensi dari pihak-pihak yang melakukan
assessment pelaksanaan GCG diharapkan untuk ditingkatkan, tidak hanya bagi
internal perusahaan, tetapi juga bagi eksternal yakni OJK Provinsi Lampung.
Keterlibatan OJK Provinsi Lampung menurut penulis diperlukan tidak hanya
pada saat melakukan assessment pelaksanaan GCG tetapi juga seharusnya ikut
melakukan evalusi atau review hasil assessment tersebut.

2. PT. BPR Waway Lampung agar mempercepat pembuatan website perusahaan
agar para stakeholder dan masyarakat dapat mengakses informasi perusahaan
dan juga PT. BPR Waway Lampung mempercepat proses pengisian organ
perusahaan yang masih kosong agar berjalan sesuai tanggungjawab masing-
masing.

PT. BPR Waway Lampung harus terus menjaga serta meningkatkan
komitmennya dalam melaksanakan GCG sesuai dengan yang diamanatkan
oleh peraturan perundang-undangan terkait yaitu Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 Tentang Penerpan Tata Kelola Bagi BPR.
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